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Dalam rangka menjamin efisiensi pengelolaan arsip dinamis,
penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai bahan
pertanggungjawaban nasional di lingkungan Lembaga negara
dan badan pemerintahan pusat wajib mendapat persetujuan
Kepala ANRI. Dalam Upaya mewujudkan tertib administrasi dan
prosedur persetujuan jadwal retensi arsip Lembaga negara dan
badan pemerintahan pusat, diperlukan petunjuk Pelaksanaan
Mengenai Mekanisme Persetujuan Jadwal Retensi Arsip

Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat.

Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun

1971, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 105 Tahun 2004.

Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang acuan teknis bagi
Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat dalam melakukan
pengajuan, penelaahan, dan persetujuan jadwal retensi arsip

Lembaga negara dan badan Pemerintah pusat.
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